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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Kejaksaan dalam kapasitasnya mewakili kepentingan umum
memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran suatu Yayasan jika
terbukti melakukan kejahatan melalui ranah keperdataan, sehingga legal
standing / dasar Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung
untuk melakukan penggabungan tuntutan pembubaran yayasan masih sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa yang bertindak selaku
Penuntut Umum dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku
serta hal tersebut merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh
pihak penuntut umum dengan pendekatan hukum progresif menuju kepada
ideal hukum, sedangkan tujuan penggabungan tuntutan pembubaran
yayasan untuk memperhatikan kelangsungan hidup dan pendidikan korban
serta melindungi kepentingan terbaik bagi para korban anak (child’s best
interest).

2. Bahwa pertimbangan penggabungan tuntutan pembubaran yayasan
dikaenakan Yayasan Manarul Huda didirikan sejak awal digunakan untuk
melakukan kejahatan sehingga dianggap sebagai corporate criminal serta
penggabungan tuntutan pembubaran yayasan tersebut merupakan suatu
penyelesaian perkara yang dilaksanakan secara efektif dan efisien demi
tercapainya peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena jika
tuntutan pidana tersebut terkabul, pihak Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara
Negara tidak perlu lagi mengajukan gugatan pembubaran yayasan secara

keperdataan.
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B. Saran

1.

Bahwa hukum bergerak secara dinamis bukan statis, maka perlu inovasi-
inovasi hukum sesuai fakta kondisi di lapangan, sesuai fakta di
persidangan, sesuai dengan kebutuhan konkrit di masyarakat baik yang
terdampak langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak pidana,
maka Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan tuntutan
pembubaran yayasan dalam perkara pidana sepanjang hasil pemeriksaan di
persidangan terbukti Yayasan tersebut melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan sehingga ke depan terobosan-terobosan seperti ini dapat dijadikan
suatu rujukan bagi Penuntut Umum lainnya.

Dalam proses perkara pidana yang menyangkut dengan perkara
keperdataan terhadap pembubaran badan hukum, maka perlu adanya
perubahan / revisi didalam Pasal 98 KUHAP tentang Ganti Kerugian
untuk diperluas maknanya, yaitu tidak hanya ganti kerugian secara materiil

tetapi juga ganti kerugian secara immaterial.



